Menimbang :

Mengingat

SALINAN ]

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ponorogo
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 79);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG /JASA DI DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L.

2,

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo.

Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan dalam Kabupaten
Ponorogo.

Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten
Ponorogo.

Pemerintahan Desa  adalah penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut

Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui Swakelola
dan/atau Penyedia Barang/Jasa.

Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.

. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa

meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan
lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat PKA
adalah Pelaksana Kegiatan Desa yang terdiri dari Kepala
Urusan dan Kepala Seksi.

Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
adalah tim yang membantu PKA dalam melaksanakan
kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan
jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA.

Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat.

Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah badan wusaha atau orang perorangan yang
menyediakan barang/jasa.

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan
dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

Pembelian langsung adalah metode Pengadaan yang
dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung
kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran
tertulis yang dilakukan oleh PKA atau TPK.

Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan
membeli/ membayar langsung dengan permintaan penawaran

tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan
oleh TPK.
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22. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua

pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang
memenuhi syarat.

23. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB
adalah perkiraan perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam
setiap kegiatan.

24, Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah
dokumen perencanaan kegiatan yang memuat penjelasan
mengenai uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang
lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang
diharapkan dari suatu kegiatan.

25. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan biaya atas Pengadaan sesuai dengan syarat-
syarat yang ditentukan dan dihitung berdasarkan data yang
dapat dipertanggungjawabkan.

26. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam
Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi
Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai
dengan dana APB Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam
Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum
dalam Pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.

BAB III
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai
hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya;

¢c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi
mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui
secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
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terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua
Penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus
dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat
untuk dapat mengelola pembangunan desanya;

gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh
masyarakat dalam pelaksanaan Kkegiatan pembangunan
di desa;

bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui
persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia
yang setara dan memenuhi persyaratan;

adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu; dan

akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus
mematuhi etika sebagai berikut :

a.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan
tujuan Pengadaan;

bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah penyimpangan Pengadaan,;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang
terkait;

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun
tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
dalam Pengadaan;

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran
keuangan desa;

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan/atau kolusi; dan

tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat
dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau
patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.



BAB IV
RUANG LINGKUP PENGADAAN

Pasal 6

(1) Pengadaan merupakan pelaksanaan kewenangan desa yang
kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa.

(2) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui
Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya
yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan
partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas
kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(2) Dalam hal Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak dapat dilakukan melalui Swakelola maka
Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian
maupun seluruhnya.

Pasal 8

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk :
a. mendukung Swakelola; atau
b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

BAB V
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari :
a. Kepala Desa;

b. PKA;

¢ TPK:

d. Masyarakat; dan
e. Penyedia.

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 10

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a,
dalam Pengadaan mempunyai tugas :

a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;

b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada dalam RKP

Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun
anggaran berjalan; dan

c. menyelesaikan perselisihan antara PKA dengan TPK, dalam
hal terjadi perbedaan pendapat.
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Bagian Kedua
Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 11

PKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri
dari :

a. Kepala Urusan selain Kepala Urusan Keuangan; dan

b. Kepala Seksi.

PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh

Pembantu PKA yang terdiri dari Staf Urusan dan/atau Staf
Pelaksana Teknis.

PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengelola
Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.

Tugas PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengelola
Pengadaan sebagai berikut :
a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;

b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada
TPK;

c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai
yang ditetapkan dalam Musrenbangdes;

menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
menerima hasil Pengadaan;

melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang
tugasnya kepada Kepala Desa; dan

h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai
bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara
penyerahan.

® ™0 QA

PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang
mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat
perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia
atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri
dari unsur :

a. Perangkat Desa;
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
c. Masyarakat.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, adalah Kamituwo dan/atau Staf Kamituwo.

TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam
Keputusan Kepala Desa dengan jumlah keanggotaan paling
sedikit 3 (tiga) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut:



a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(4) Berdasarkan pertimbangkan kompleksitas Pengadaan, jumlah
keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(5) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. melaksanakan Swakelola;

b. menyusun dokumen Lelang;

c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk
Pengadaan melalui Penyedia;
memilih dan menetapkan Penyedia;

e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada PKA;
dan

f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

(6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan
melalui Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis
pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami
teknis kegiatan /pekerjaan konstruksi.

(7) TPK dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Bupati mengenai Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dalam
Pengadaan berperan serta sebagai berikut, namun tidak terbatas
pada :

a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan

b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan
Pengadaan.

Bagian Kelima
Penyedia

Pasal 14

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e,

merupakan Penyedia di desa dalam Pengadaan memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu,
tukang kayu, dan sejenisnya;

b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas
lain yang diperlukan dalam Pengadaan;

c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang
dibutuhkan; dan

d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan
tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan.
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BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 15

Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan
RKP Desa.

Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sesuai dengan RKP Desa meliputi :

jenis kegiatan;

lokasi;

volume;

biaya;

sasaran;

waktu pelaksanaan kegiatan;

PKA;

TPK; dan

rincian satuan harga untuk kegiatan Pengadaan yang
akan dilakukan.

PR me a0 TP
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Hasil perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara hasil
Musrenbangdes pada saat penyusunan RKP Desa.

Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (3), menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan
dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.

Pasal 16

Hasil perencanaan Pengadaan dalam RKP Desa sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh
Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses
oleh  Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan
pengumuman Desa.

Pengumuman perencanaan Pengadaan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :

a. nama kegiatan;

nilai pengadaan;

jenis pengadaan;

keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);

nama TPK,;

lokasi; dan

® -0 00 O

waktu pelaksanaan.
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BAB VII
PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 17

PKA menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan melalui
Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari :

a. jadwal pelaksanaan kegiatan;

b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan
peralatan;

c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan

e. RAB pengadaan.

RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

disusun oleh PKA sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan
Swakelola.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan
Pengadaan melalui Swakelola berupa :

a. gambar rencana kerja;

b. jadwal pelaksanaan kegiatan;

spesifikasi teknis;

RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan

rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan
peralatan.
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PKA menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (3)
huruf d, dihitung dengan menggunakan harga pasar.

Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
memprioritaskan harga pasar di desa setempat.

(6) Apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa

(7)

(1)

sctempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PKA dapat
menggunakan harga pasar di desa sekitar.

PKA  menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK
untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

Pasal 18

Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan
RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian
objek belanja, Pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih
dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.

Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB
pada DPA melebihi nilai pagu rincian objek belanja,
Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan PKA melaporkan
kepada Kepala Desa.



(1)

(3)

(4)

6)

(7)

(8)
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Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 19

PKA menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan melalui
Penyedia berdasarkan DPA yang terdiri dari :

waktu pelaksanaan pekerjaan;

gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
KAK;

spesifikasi teknis (apabila diperlukan);

daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
HPS; dan

rancangan surat perjanjian.
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HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf {, ditetapkan
oleh PKA sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan
Pengadaan melalui Penyedia dengan berpedoman pada harga
pasar.

Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh
dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di
desa setempat dan/atau desa sekitar, sebelum
dilaksanakannya pemilihan Penyedia.

Apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PKA dapat
menggunakan harga pasar di desa sekitar.

PKA menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi
sebagai berikut :

a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga
pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut.

b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka
harga pasar adalah :

1. harga yang paling banyak ditemukan; atau

2. harga yang paling rendah jika tidak ada harga
sebagaimana dimaksud pada angka 1.

PKA menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan
cara :

a. menggunakan harga pasar;
b. memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
c. memperhitungkan biaya angkut apabila barang yang

diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang
memerlukan biaya angkut.

Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, digunakan wuntuk transaksi yang
membutuhkan penjabaran teknis terkait ruang lingkup
kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan
kegiatan, dan lain-lain.

PKA menyampaikan dokumen  persiapan Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada TPK untuk
dilakukan Pengadaan melalui Penyedia.
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(2)
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(4)
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Pasal 20

Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA,
sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja,
Pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu
melakukan revisi RAB pada DPA.

Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA
yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan
tidak dapat dilanjutkan dan PKA melaporkan kepada Kepala
Desa.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 21

Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan
Pengadaan yang disusun oleh PKA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) atau ayat (3) Peraturan Bupati ini.

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
oleh :

a. TPK; atau
b. TPK dengan melibatkan masyarakat.

Pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan dengan pedoman antara lain sebagai
berikut :

a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang
menghasilkan catatan hasil pembahasan;

b. apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/tenaga
kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Narasumber dapat berasal dari masyarakat desa
setempat, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
dan/atau tenaga pendamping profesional; dan

2. Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat desa
setempat.

c. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
beserta dokumentasi kegiatan;

d. dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK
memanfaatkansarana/prasarana/peralatan/material/
bahan yang dimiliki/dikuasai desa.

Dalam  hal sarana/prasarana/peralatan/material/bahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak
dimiliki/dikuasai desa maka TPK dapat melaksanakan
Pengadaan melalui Penyedia.

Pasal 22

PKA melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan
Swakelola meliputi :

a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
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(3)
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b. penggunaan narasumber/tenaga kerja/sarana/
prasarana/peralatan dan material/ bahan.

Hasil pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai
dasar PKA melakukan evaluasi Swakelola.

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, PKA meminta TPK untuk
melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan
pekerjaan.

Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan
melalui media informasi yang mudah diakses oleh
Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman
Desa.

Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan
pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya
dilakukan di lokasi pekerjaan.

Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan melalui Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), meliputi :

a. nama kegiatan;

b. nilai pengadaan;

keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);

nama TPK;

lokasi; dan

waktu pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).
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Bagian Kedua
Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 23

Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan metode :
a. Pembelian Langsung;

b. Permintaan Penawaran; dan

c. Lelang.

Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan :

a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun
oleh PKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Bupati ini;

b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka
mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi
kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa;

c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan
mempertimbangkan prinsip Pengadaan.

Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset,
traktor dan sejenisnya, dan Pengadaan dengan metode Lelang,
persyaratan administrasi berupa izin usaha dan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP).
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Paragraf 1
Pembelian Langsung

Pasal 24

Pembelian Langsung dilaksanakan untuk nilai Pengadaan
sampail dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pembelian = Langsung  sebagaimana  dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. PKA atau TPK membeli barang/jasa kepada satu Penyedia;

b. PKA atau TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar)
dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih
murah; dan

c. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas
nama PKA.

Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan kepada
Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
anggaran berturut-turut.

Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut- turut
scbagaimana dimaksud pada ayat (3), PKA atau TPK
melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lainnya di
desa setempat atau desa sekitar.

Apabila tidak terdapat Penyedia lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), yang mampu menyediakan barang/jasa maka
PKA atau TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada
Penyedia yang sama.

Paragraf 2
Permintaan Penawaran

Pasal 25

Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk nilai Pengadaan
diatas RpS50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Permintaan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. TPK meminta penawaran tertulis dari Penyedia paling
sedikit 2 (dua) Penyedia;

b. dalam hal di desa setempat hanya terdapat 1 (satu)

Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada
1 (satu) Penyedia tersebut;

c. Permintaan Penawaran tertulis sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dilampiri persyaratan teknis berupa :

KAK;

rincian barang/jasa;

volume;

spesifikasi teknis;

gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
waktu pelaksanaan pekerjaan; dan

surat pernyataan kebenaran usaha.

ca ol - o R
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d. penyedia menyampaikan surat penawaran disertai
Dokumen Permintaan Penawaran sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ dan harga;

e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia sebagaimana
dimaksud pada huruf d, dituangkan dalam Berita Acara
Evaluasi Penawaran;

f. penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf e, dinyatakan
lulus evaluasi penawaran apabila memenuhi persyaratan
teknis dan harga;

g. dalam hal Penyedia yang lulus evaluasi penawaran lebih
dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan
harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk
melaksanakan pekerjaan;

h. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang
menyampaikan permintaan penawaran dengan harga
terendah yang sama, maka TPK melakukan Negosiasi
(tawar-menawar) dengan  setiap Penyedia untuk
memperoleh harga yang lebih murah;

i. dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus evaluasi
penawaran, maka TPK melakukan Negosiasi (tawar-
menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang
lebih murah;

j. TPK mengundang Penyedia sebagaimana dimaksud pada
huruf h dan huruf i untuk melakukan negosiasi (tawar-
menawar) guna memperoleh harga yang lebih murah;

k. hasil Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud
pada huruf j, dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Negosiasi;

l. berdasarkan Berita Acara Hasil Negosisasi TPK
menetapkan Penyedia yang melakukan harga penawaran
yang lebih murah dengan dituangkan dalam Berita Acara
Penetapan Penyedia;

m. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian
berupa setruk/nota dan kuitansi atau Surat Perjanjian
antara PKA dengan Penyedia, dengan ketentuan :

1. struk/nota dan kuitansi untuk Pengadaan dengan nilai
sampai dengan RpS50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah);

2. Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan dengan
nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

n. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu)

Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada

1 (satu) Penyedia tersebut.

Paragraf 3
Lelang

Pasal 26

(1) Lelang dilaksanakan untuk nilai Pengadaan di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
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(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dengan cara sebagai berikut :

a. Pengumuman Lelang;

b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang;
Pemasukan Dokumen Penawaran;

Evaluasi Penawaran;

Negosiasi; dan

Penetapan Pemenang.
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Pasal 27

(1) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara TPK
menyusun dokumen Lelang antara lain sebagai berikut :

ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk KAK;
Daftar Kuantitas dan Harga;
spesifikasi teknis;
gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
waktu pelaksanaan pekerjaan;
persyaratan administrasi;
rancangan surat perjanjian;
rancangan Pakta Integritas; dan
i. nilai total HPS.
(2) TPK mengumumkan Pengadaan melalui media informasi yang

mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di
papan pengumuman desa paling sedikit memuat :

nama paket pekerjaan;

nama TPK;

lokasi pekerjaan;

ruang lingkup pekerjaan;

nilai total HPS;

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
jadwal proses Lelang.

R
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(3) Bersamaan dengan pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), TPK dapat mengirimkan undangan tertulis
kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.

Pasal 28

Mekanisme Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b,
dilakukan dengan cara :

a. penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan

b. TPK memberikan Dokumen Lelang kepada Penyedia yang
mendalftar.

Pasal 29

Pemasukan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Penyedia dengan
menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK yang berisi
persyaratan administrasi berupa :
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Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
Penawaran Teknis dan Harga; dan
Pakta Integritas.

Pasal 30

Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan
Evaluasi Penawaran Penyedia terhadap persyaratan
administrasi dan penawaran teknis disertai harga yang
dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan
lulus evaluasi penawaran apabila memenuhi persyaratan
teknis dan harga.

TPK mengundang Penyedia yang lulus Evaluasi Penawaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk melakukan
Negoisasi (tawar-menawar) guna memperoleh harga yang lebih
murah.

Pasal 31

Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf e, dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai
berikut :

a. apabila hanya terdapat 1 (satu) Penyedia yang lulus
Evaluasi Penawaran, maka TPK melakukan negosiasi
(tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh
harga yang lebih murah; atau

b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus
Evaluasi Penawaran dengan harga yang sama, maka TPK
melakukan Negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap
Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah.

Hasil Negoisasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negoisasi.

Pasal 32

Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf f, dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang
melakukan harga penawaran yang lebih murah dengan
dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Penyedia.

Transaksi Pengadaan dituangkan dalam bentuk Surat
Perjanjian antara PKA dengan Penyedia.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 33

PKA melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang
tercantum dalam bukti transaksi.

Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan
dengan bukti transaksi, maka PKA memerintahkan Penyedia
untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi
pelaksanaan pekerjaan.



- 19 -

(3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang

(1)

(2)

(9)

ditetapkan, maka PKA dapat memberikan sanksi kepada
Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

Bagian Keempat
Bukti Transaksi

Pasal 34

Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas :
a. bukti pembelian; dan
b. surat perjanjian.

Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, berupa setruk/nota dan kuitansi.

Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian
Langsung atau Permintaan Penawaran.

Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, digunakan untuk Pengadaan dengan metode Permintaan
Penawaran atau metode Lelang.

Bagian Kelima
Perubahan Surat Perjanjian

Pasal 35

Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal :
a. terjadi keadaan kahar; atau

b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis/KAK.

Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh PKA dengan persetujuan Kepala Desa.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
PKA Dbersama Penyedia melakukan Perubahan Surat
Perjanjian yang meliputi perubahan :

a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;

b. volume; dan/atau

c. jadwal pelaksanaan.

Dalam hal Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), memerlukan perubahan anggaran,
PKA dapat melakukan Perubahan Surat Perjanjian setelah
dilakukan penyesuaian dokumen anggaran

Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
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Bagian Keenam
Pengumuman

Pasal 36

(1) TPK mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan melalui

(1)

(2)

(3)

(1)

Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman
desa.

Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan melalui Penyedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan metode
Permintaan Penawaran dan/atau metode Lelang disampaikan
kepada masyarakat meliputi :

a. nama kegiatan;

b. nama penyedia;

c. nilai pengadaan;

d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);

e. lokasi; dan

f. waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal

selesai).

BAB IX
PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pasal 37

Pembayaran atas prestasi pekerjaan kepada Penyedia sctelah
pekerjaan  selesai  dilaksanakan dan hasil pekerjaan
diserahkan kepada TPK sesuai ketentuan perjanjian.

Pembayaran atas prestasi pekerjaan kepada Penyedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah
TPK melakukan pemeriksaan Pengadaan yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud ayat (2), maka TPK dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

BAB X
KEADAAN KAHAR

Pasal 38

Keadaan Kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di
luar kehendak Para Pihak dalam Perjanjian dan tidak dapat
diperkirakan  sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat
dipenuhi.

Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa antara lain :
a. bencana alam;

b. bencana sosial; dan/atau

c. kebakaran.
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Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Penyedia memberitahukan secara tertulis
kepada TPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan
Salinan Asli Pernyataan Kahar yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang.

Hal-hal yang menimbulkan kerugian dalam Pengadaan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Penyedia tidak
termasuk dalam kategori Keadaan Kahar.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan
terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

Setelah terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), para pihak dapat melakukan kesepakatan
kembali, yang dituangkan dalam Perubahan Surat Perjanjian.

BAB XI
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 39

PKA secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat
Perjanjian apabila :

a.

b.

(1)

waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan
Penyedia sudah melampaui 15 (lima belas) hari kalender;

penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan oleh PKA; dan

penyedia terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan
yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

BAB XII
SANKSI

Pasal 40

Penyedia dapat diberikan sanksi apabila terbukti melakukan
dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut :

a. berusaha mempengaruhi PKA, TPK atau pihak lain yang
berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung
maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya
yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja,
dan/atau ketentuan peraturan perundang-udangan yang
berlaku;

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia lain untuk
mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan
Pengadaan, schingga mengurangi/menghambat,
memperkecil dan/atau meniadakan  persaingan yang
sehat dan/atau merugikan orang lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Pengadaan;
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d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian dengan
alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau
tidak dapat diterima oleh PKA; dan/atau

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat
Perjanjian.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikenakan sanksi berupa :

a. sanksi administratif, dalam bentuk teguran/peringatan
tertulis;

b. gugatan secara perdata; dan/atau
c. pelaporan kepada pihak yang berwenang.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dan huruf ¢, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang
disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai
calon pemenang.

Pasal 41

PKA atau TPK, apabila terbukti dengan sengaja melakukan
pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan
dapat dikenakan sanksi berupa :

a. sanksi administrasi;

b. tuntutan ganti rugi; dan/atau

c. pelaporan kepada pihak yang berwenang.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berupa teguran/peringatan tertulis, dan apabila
terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan
dengan sengaja olech PKA atau TPK, maka yang bersangkutan
dapat diberhentikan sebagai PKA atau TPK.

Tuntutan ganti rugi dan pelaporan kepada pihak yang
berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf ¢, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 42

Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak dalam
Perjanjian, maka Para Pihak terlebih dahulu menyelesaikan
perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian
perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin
oleh Kepala Desa.

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan
tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian
Sengketa Kontrak Pengadaan atau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB XIV
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 43

TPK melaporkan Pengadaan melalui Swakelola dan/atau
Penyedia kepada PKA meliputi :

a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan

b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus
persen).

Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan
dokumen pengadaan.

Berdasarkan laporan  sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) huruf b, PKA menerima hasil kegiatan Pengadaan
dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima.

PKA menyerahkan hasil kegiatan Pengadaan sesuai bidang
tugasnya kepada Kepala Desa dengan Berita Acara
Penyerahan.

PKA melakukan pengarsipan dokumen kegiatan Pengadaan
yang telah dilaksanakan.

Pengarsipan  dokumen  scbagaimana dimaksud pada
ayat (5), dapat dipergunakan untuk keperluan pembinaan dan
pengawasan oleh instansi yang berwenang.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh :

a. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

b. Camat.

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Organisasi
Perangkat Daerah yang membidangi wurusan Layanan
Pengadaan Kabupaten.

Apabila diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan
Camat dapat berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 45

Bupati melakukan pengawasan Pengadaan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh APIP.

APIP sebagaimana yang dimaksud ayat (2), melakukan
pengawasan Pengadaan dapat melalui audit, reviu,
pemantauan dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

(1) Pengadaan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dinyatakan sah.

(2) Pengadaan yang belum dilaksanakan berpedoman pada
Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Contoh Format dokumen Pengadaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tidak
termasuk pengadaan tanah untuk keperluan desa.

Pasal 49

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/
Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015
Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI PONOROGO,
TTD,

SUGIRI SANCOKO
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Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 30-06-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

i o 5
AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003




LAMPIRAN :
NOMOR

TANGGAL

PERATURAN BUPATI PONOROGO

: 47 TAHUN 2022
: 30 JUNI 2022

DAFTAR CONTOH FORMAT

PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA

CONTOH PASAL
NO URALAN FORMAT (AYAT)
1. | Keputusan Kepala Desa tentang A 12 (3)
Pembentukan Tim pelaksana kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa di Desa -
2. | Pengumuman perencanaan Pengadaan B 16 (2)
3. | Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan C—1 17 (1)a&
4. | Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, C-1la 1Tl B
Kebutuhan Bahan, dan Peralatan
5. | Gambar Rencana Kerja C-1b 17 {1)%
6. | Spesifikasi Teknis - C~le 17 (1) d
7. | Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan C-1d L7 (1) e
8. | Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan C-2 17 (3) d
Analisa Harga Satuan Pengadaan
pekerjaan konstruksi melalui swakelola
9. | Penyampaian Dokumen Persiapan C-3 17 7]
Pengadaan melalui Swakelola B
10. | Kerangka Acuan Kerja (KAK) D—1 19 (1}
11. | Daftar Kuantitas dan Harga D-1.a 19(1) e
12. | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) D-1b 19 (1) f
13. | Informasi Harga Pasar D-2 19 (2)
14. | Informasi Harga Barang/Jasa D-3 19 (3)
15. | Penyampaian Dokumen Persiapan D-4 19 (8)
Pengadaan melalui Penyedia
16. | Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan E 22 (6)
melalui Swakelola
17. | Surat Permintaan Penawaran F 25(2) a
18. | Surat Pernyataan Kebenaran Usaha F-1 25(2) c
19. | Surat Penawaran Harga F=1la 25(2)d
20. | Daftar Rincian Penawaran Harga F-1.b 25(2)d
Barang/Jasa
21. | Berita Acara Evaluasi Penawaran F-1.c 25 (2) e
22. | Surat Undangan kepada Penyedia untuk F-1d 25(2)]
Negosiasi
23. | Berita Acara Hasil Negosiasi (Penawaran) P 252k
24. | Berita Acara Penetapan Penyedia F-1f 25(2)1
25. | Surat Perjanjian (Penawaran) G 25 (1) m
26. | Pengumuman Lelang H 27 (1)




CONTOH PASAL
" UEAL FORMAT (AYAT)
27. | Surat Pernyataan Kelengkapan H-1 27 (1) f
Persyaratan Administrasi
28. | Undangan kepada Penyedia untuk H-2 27 (3)
mengikuti Lelang
29. | Dokumen Penawaran Lelang I 29
30. | Surat Pernyataan Kebenaran Usaha I-1 29 a
31. | Penawaran Teknis dan Harga 1=2 29b
32. | Pakta Integritas -3 ~29c¢
33. | Berita Acara Evaluasi Penawaran (Lelang) J 30 (1)
34. | Undangan kepada Penyedia yang lulus J-1 30 (3)
Evaluasi Penawaran Lelang untuk
Negosiasi
35. | Berita Acara Hasil Negosiasi (Lelang) K 31 (2)
| 36. | Berita Acara Penetapan Pemenang L 32 (1)
37. | Surat Perjanjian (Lelang) L-1 32 (2)
38. | Pengendalian Pelaksanaan Perkerjaan M 33 (1)
39. | Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan N 36 (1)
melalui Penyedia
40. | Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan O 37 (1)
41. | Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa O-1 37 (2)
42. | Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa 0-2 37 (3)
43. | Perubahan Surat Perjanjian o 38 (6)
44. | Laporan Kemajuan Pelaksanaan Q 43 (1) a
Pengadaan melalui Swakelola dan/atau
Penyedia
45. | Laporan Pelaksanaan Pengadaan yang Q-1 43 (1) b
telah selesai 100%  melalui Swakelola
dan/atau Penyedia
46. | Berita Acara Serah Terima Q=2 43 (3)
47. | Berita Acara Penyerahan =3 43 (4)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.

NIP. 19680605 199303 1 003

TTD.

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO



Format A

1. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
pelaksana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) KECAMATAN ....... (Nama Kecamatan)
KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ...... Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu
membentuk Tim PelaksanaKegiatan (TPK) ....cococovvveiinenennnn..
D8 wmssmmvmnsy Kecamatan ............ Kabupaten Ponorogo
dengan menuangkan dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



Menectapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

B

s

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ponorogo;

10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pengelolaan Aset Desa

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ..... Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,;

12. Peraturan Desa Nomor ..... Tahun 20.... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..........

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)...coicvieiiuininrnnennn.
DeSt  srvevismmmeiisiisos Kecamatan ...c....evuves Kabupaten
Ponorogo Tahun Anggaran ......... dengan Susunan Keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai
berikut :

a. Melaksanakan Swakelola;

b. menyusun dokumen Lelang;

c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan
melalui Penyedia;

d. memilih dan menetapkan Penyedia;

e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada PKA;
dan

f. mengumumkan hasil kegiatan dariPengadaan.

Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran ..................

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaphkan €l ..ovevssmm
pada tanggal ....................

KEPALA DESA iissnsiveinsse




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

LAMPIRAN

-5

KEPUTUSAN KEPALA DESA ....oiiiiiiiienens

NOMOR
TANGGAL

................

&) 1 . KECAMATAN ...ccocevveevnennnnns KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN ..............
NO. NAMA JABATAN DI DESA II{)EAI:}::!U::;

1. Ketua

Ze Sekretaris

3. - Anggota

4, Anggota

3. Anggota

KEPALA DESA ..

----------------

cccccccccc




Format B

2. Contoh Format Pengumuman Perencanaan Pengadaan.

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN .covwumausuanss
DESA [E R R R R R R R R R R R R N R N R RN

FRIBTE sseaasmsmmsersasimmgs Nomor ......... 125 1o ) R——

......NAMA DESA......

PENGUMUMAN PERENCANAAN PENGADAAN

NOMOR : ........ ! e e e
Diumumkan kepada masyarakat Desa ............... Kecamatan ..cvisswvun ;
Kabupaten Ponorogo, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun ...... tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pemerintah Desa ........cccoeeennnnn. ,

merencanakan Pengadaan untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa,
sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan l S s R R e e oiion
2. Nilai Pengadaan ) cstoum s S S S S R S S O S A oS S
3. Jenis Pengadaan B 3 A A e S S B e
4. Keluaran/Output
NO. URAIAN VOLUME SATUAN

5. Nama TPK R ——
6. Lokasi G R R R A A SRR TR
7. Waktu Pelaksanaam @ ..o e e eans

Demikian Pengumuman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa ini
dibuat untuk menjadikan maklum.

...... NAE DIBBA.«cissy snvassnmm i

A 2 RN B R ————




o S

Contoh Format Dokumen Persiapan Pengadaan melalui Swakelola.

Format C-1

3. Contoh Format Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BIDANG ..coessonrnonnnes

DBESA e vrsases BEHOAMATAN . veumaiens KABUPATEN PONOROGO
JAlAn .ciswsiisiisnin i Nomor ......... Telepon e
......Nm DESA......

JADWAL PELAKSAAN PEKERJAAN ...ccccconverencnnens
KABUPATEN PONOROGO

N Uraian Vol Sat _ Waktu | Pelaksanaan minggu ke : e
0. olume | satuan & = .
Pekerjaan (Minggu)| 1 [ [m|1v | v |ast|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10| 11 12

1.
2.
3l B
dst

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

BIDANGE i vivimvsiasiau seinedesss
DESA ..vvrevsmmnsonsns s
Petunjuk pengisian :
Kolom 1 : diisi nomor urut pekerjaan utama
Kolom 2 : diisi pekerjaan utama diikuti dengan uraian pekerjaannya,
misalnya Pekerjaan Perssiapan, PekerjaanDrainase dan
sebagainya.
Kolom 3 : diisi volume pekerjaan.
Kolom 4 : diisi satuan voleme pekerjaan, misalnya m?, m® dan
sebagainya.
Kolom 5 : diisi lama waktu yang dibutuhkan (dalam satuan minggu).
Kolom 6 s/d 11 : diisi perkiraan waktu pelaksanaan setiap uraian pekerjaan

dengan cara diarsir.

Kolom 12 : diisi keterangan (apabila diperlukan).



L Format C- 1.a “

4. Contoh Format Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Kebutuhan Bahan, dan Peralatan.

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

BIDANG ............. S R R DESA ............... KECAMATAN ............... KABUPATEN PONOROGO
Jalan .......ccooiiiiiiiiiiinn NOMOE ... 00 Telepon .................

......NAMA DESA......

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA, KEBUTUHAN BAHAN, DAN PERALATAN

Tenaga Kerja Bahan Alat 1

No. | Uraian Pekerjaan |Volume Satuan Mandor Tukang | Pekerja | Material | Material | ...dst... | ...alat... | ...alat... | ...dst...

OH OH OH Satuan | Satuan | Satuan | Satuan | Satuan | Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

|
2.
3
| dst

Nama Desa......, cecevervnnenneenenns.

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

BDANG




Petunjuk pengisian :

Kolom 1 : diisi nomor urut pekerjaan

Kolom 2 : diisi uraian jenis pekerjaan.

Kolom 3 :  diisi volume pekerjaan.

Kolom 4 . diisi satuan voleme pekerjaan, misalnya m. m2, m3 dan sebagainya.

Kolom 5s/d7 . diisi kebutuhan jumlah tenaga kerja per jenis pekerjaan.

Kolom 8 s/d 10 :  diisi kebutuhan jumlah kebutuhan material per jenis pekerjaan esuai dengan analisa pekerjaan.

Kolom 11s/d 13 :  diisi kebutuhan jumlah kebutuhan alat per jenis pekerjaan esuai dengan analisa pekerjaan.



5. Contoh Format Gambar Rencana Kerja.

10

GAMBAR RENCANA KERJA

“ Format C-1.b

PEMERINTAH DESA .....ccccvvvvinenne.
KECAMATAN .....ccccocvmeanisass
KABUPATEN PONOROGO

PEKERJAAN

GAMBAR

Gambar 1
Gambar Tampak

Gambar 2
Gambar Potongan

Digambar oleh :

Diperiksa oleh :

Jumlah lembar Lembar ke :
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Format C- l.c ||

6. Contoh Format Spesifikasi Teknis.

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BIDANG ..cccocvvenvennens

DESX cowsnmmnis KECAMATAN ...ccccoeunees KABUPATEN PONOROGO
JALAD: onevesinenmrsssmsmisinonminns NMONoY cousasses TEIEPOR cuuisvvniesssss
.C.Q..NAMA DESA......
SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN ...cccoceveeenen DESA ................ KECAMATAN ...cooonnen
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN .........
Uraian Spesifikasi Keter;tilgan
| No. Barang/Jasa Pelenin
1 2 3 4
1- —
2.
3. }
4- —
9.
dst
...... Nama Desa......, coeeeeeeeeeennnnns
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BIDANCT i ciiviasvssmmmmssnsssasssismms
DESA: ccomsimamens

................................

Petunjuk pengisian :

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

diisi nomor urut.

diisi nama barang/jasa, misalnya laptop, printer dan
sebagainya.

diisi rincian spesifikasi telnis barang/jasa.

diisi keterangan (apabila diperlukan).
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Format C-1.d

7. Contoh Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan.

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BIDANG ..................

B S 7. — KECAMATAN ... KABUPATEN PONOROGO
JAIRG s Nomor ... TEIERON v
...ODDNAMA DESA...‘..

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Jenis
No. Volume | Satuan Satuan Harga
Barang/Jasa
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 | a 5 6 = (3x5)
s
2.
3:
4.
5.
dst - B
PPN 11% |
Jumlah
Dibulatkan

Petunjuk pengisian :

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5
Kolom 6

diisi
diisi
diisi

diisi

...... NG Deshiisais svmsnvsvansnrnsessvmns

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BIDANG. roisnmsvisssevissinmsasiss

nomor urut.
jenis barang/jasa.
jumlah barang/jasa.

satuan barang/jasa,

sebagainya.

DIEBA. «oconirmversmsmmvesanison

................................

misalnya m?2, m?, kg, |1

diisi harga satuan barang/jasa (sudah termasuk pajak).

diisi jumlah harga barang/jasa (kolom 3 x kolom 5)

dan
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8. Contoh Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Analisa Harga Satuan
Pengadaan pekerjaan konstruksi melalui Swakelola.

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

BIDANG ([ ER R R E N RN EERERENENR]
DESA s KECAMATAN ............... KABUPATEN PONOROGO
JEIAY. covarnness s snmsommssonssansss NOMOT ...vcviee TRl s copvpmmsmiszing

......NAMA DESA......

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan £ sesmauss
Pekerjaan b A S e
Tahun ANGEAran 3§ .caseesesssvsssvassssossssassssssoniasins
I. Rencana Angaran Biaya
Uraian
No. : Volume | Satuan | Satuan Harga
Pekerjaan
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
I. LR R L T T T -
2 B
= .
dst )
Jumlah I B e
I R e ———
1
2.
3-
dst
DHBIAI IR N SN - U T e R
. | dst '
gpmiah - 0 0T I e
| = [ [ | = '
gl PR L0 -~ 0 T T e
INGletlesr - L i
II. Harga Bahan
No. .Jenis Bahan I-Iaz;ga (Rp.) Satuan -
1 2 ' 3 |
1. ]
2.
3.
dst
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-~ .
III. Upah Tenaga Kerja
No. Tenaga Kerja Upah (Rp.) Satuan
1 2 3
L. )
2
3. )
dst

IV. Analisa Pekerjaan

5 Harga
Rode Koefosien | Satuan Ural?n Satuan L
Analisa Pekerjaan (Rp.)
(Rp.)
1 —
35 )
2.
3
...... Ly (oYL B T R
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BIDANG ..oovireiieineirciiinivnenninnns

................................
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Petunjuk pengisian :
Tabel I Rencana Angaran Biaya

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

diisi nomor urut pekerjaan utama.

diisi jenis pekerjaan utama diikuti uraian pekerjaannya
misalnya Pekerjaaan Periapan, Pekerjaan kegiatan, dan
sebagainya.

diisi volume pekerjaan.

diisi satuan pekerjaan, misalnya m2, m3, kg, LS dan
sebagainya.

diisi satuan volume pekerjaan yang diperoleh dari kolom
6 tabel Analisa Pekerjaan.

diisi jumlah harga satuan pekerjaan yang diperoleh dari
perkalian volume pekerjaan (kolom 3) dengan harga
satuan pekerjaan (kolom 5)

Tabel II Harga Bahan

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4

diisi nomor urut.

diisi nama jenis bahan.

diisi harga bahan sesuai hasil survey (sudah termasuk
pajak).

diisi satuan dari jenis bahan, misalnya m2, m3, kg, dan
sebagainya.

Tabel III Upah Tenaga Kerja

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

diisi nomor urut.

diisi tenaga kerja, misalnya mandor, kepala tukang,
tukang, pekerja.

diisi upah tenga kerja.

diisi satuan upah tenga kerja misalnya jam, hari, bulan
dan sebagainya,

Tabel IV Analisa Pekerjaan

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

diisi kode analisa sesuai dengan SNI.

diisi koefisien bahan atau tenaga kerja sesuai dengan
SNI.

diisi satuan dari bahan atau tenaga kerja.

diisi uraian pekerjaan berupa nama pekerjaan, bahan
dan tenaga kerja sesuai SNI.

diisi harga bahan atau upah sesuai dengan table harga
bahan dan table upah tenaga kerja.

diisi hasil perkalian antara koefisiensi pada kolom 2
dengan harga satuan pada kolom 5.



- 16 -

Format C- 3 ||

9. Contoh Format Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan melalui

Swakelola.
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BIDANG S4888080000000808000s
DESA ...coovviinnn. KECAMATAN .....ccceu..... KABUPATEN PONOROGO
JAIEN csenss s Nomor ......... Telebon v
ICCUOUNAMA DESA......
ol VOIOA D@88 ..y wonpomsimmummsnssssrineis
Nomor : ..... T L W S S Kepada
Sifat : Penting Yth. Tim Pelaksana Kegiatan
Lampiran: ooooeecees s
Perihal : Penyampaikan Dokumen di

Persiapan Pengadaan. = iiiisessssessscsssssssos

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan .............
yang didalamnya terdapat PEKEIJAAN ...cicicinsesssasssnssrssiississsersssnes
dan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor .... Tahun ...... tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa, dengan ini kami sampaikan Dokumen
Persiapan Pengadaan dan diminta bantuan Saudara untuk
melakukan Pengadaan guna memenuhi kebutuhan Barang/Jasa
kegiatan dimaksud melalui Swakelola.

Adapun spesifikasi teknis yang diperlukan tertuang dalam
Dokumen Persiapan Pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum dan terimakasih.

...... NAME DOBA oz wiismisnsiivais

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BIDANG ...eosvrmnssmmnasnsssmsmsssarapsns

................................

Tembusan disampaikan kepada:
yith: Ketala DS sasmmmninsssnmion (sebagai laporan).
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Contoh Format Dokumen Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

Format D-1

10. Contoh Format Kerangka Acuan Kerja (KAK).

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BIDANG .....cccovenenenns

[IESA isverimmnsseinn KECAMATAN .....c......... KABUPATEN PONOROGO
JERIE consssuvasamnpssspvessasasaigs NOTHAOT < cuasu Telepon ..cicusiaiasas
......NAMA DESA“....

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
RKEGIATAN ousimmasmmsmomanorss

1. Latar Belakang
a. Dasar hukum

1) Peraturan Desa ................. KECAMALATY ...ovosanmsnss Kabupaten
Ponorogo Nomor .... Tahun ........ tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran .........

2) DPA Desa cuviviviess RERIATER i.oooocvevinmiminamemiisaniinsissiis svivas wasons

ROL[F om0 A AR e B A B A DO R

b. Gambaran Umum Kegiatan

...................................................................................................

...................................................................................................

2. Maksud dan Tujuan Pengadaan
a. Maksud :

Maksud dilaksanakannya Pengadaan ..............ccccceoneen... adalah

DI MEtNE TN BEBIEHHEI. . oo vemmmenmmtersy pivp sl g e Sos
b. Tujuan

Tupusrte PenERgBEL .. s srmmsreroniis HREIELT oo At s

3. Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

........................................................................................................

4. Uraian Pengadaan

Uraian Pengadaan adalah penyediaan barang/jasa melalui metode

Permintaan Penawaran/Lelang, sebagai berikut :
a. Nama Kegiatan @ ..o e
b. Lokasi Kegiabaly 1§  cocvessomesmmmeiamis s
¢. Rincian Barang/Jasa, Volume dan Spesifikasi Teknis :

SPESIFIKASI

NO. | NAMA BARANG/JASA |VOLUME | SATUAN TEKNIS
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I

5. Gambar Rencana Kerja : (apabila diperlukan)

GAMBAR RENCANA KERJA .....cccvvvvvnennne

6. Waktu pelaksanaan :

Waktu pelaksanaan ........ (AR | hart mulat tangeal oo
sampai dengan tanggal ..............coceuenenen.

7. Keluaran/Output
Keluaran /Output pengadaan .........c.cccecevrvisinonsnes adalah terpenuhinya

........................................................................................................

8. Sumber Dana

Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa ............
KECHMBTHN ovosmviumsai Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran .......
sebesar Rp  .ooveeieinnnnnn. Ll s e AR N SRRSO S S SRS
Rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk menjadikan
maklum.

...... Nama Des8R.coeey sevnnsrscrssanesasssss
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BID AN i ssvasssvensorsnonrsenssnnns

................................
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11. Contoh Format Daftar Kuantitas dan Harga.

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

BIDANG LA AL AR A A AR R AR RN
IBSA ivvrgavan KECAMATAN ............... KABUPATEN PONOROGO
ALY scoommrnsnnssmmansnsmmsmmmmsnians Nomor ......... I 570 s S U—

......NAMA DESA......

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PENGADAAN ..o
DESA .o KECAMATAN ....ooooo.. KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN ...........
. BARED?%ASA K/%%TSE&?ES SATUAN SA’I}‘{L?ARI\? g'ep.) Higglj ?II;P.]
1 2 B 4 6 7
1‘ i
2.
3.
4,
5' —
dst }

...... N8 DESE. ooy s st
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

BIDANG ...oeieveeeiieiciciciievneenes
DPESA isaunasrissnn

Petunjuk pengisian :
Kolom 1 : diisi nomor urut.
Kolom 2 : diisi nama barang/jasa.
Kolom 3 : diisi jumlah barang/jasa.
Kolom 4 : diisi satuan barang/jasa,
Kolom 5 : diisi kuantiras barang/jasa.
Kolom 5 : diisi harga satuan barang/jasa.
Kolom 6 : diisi jumlah harga yang diperoleh dari perkalian volume

barang/jasa (kolom 3) dengan harga satuan barang/jasa
(kolom 6)
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12. Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

BIDANG: ..ocosnsssssanosss

1B 2 - R — KECAMATAN ..cviiassons KABUPATEN PONOROGO
JBIATL ¢ issinsnwnnansparsanesanensesss Nomor ......... Telepon ..cwemsmres

Kegiatan T
Lokasi e
Desa R R O TR oS mns o A SRS R AR KA MR
Kecamatan NS oA R A A e A R A S AR AT B
JEOUHADPEPATE £ o rommrmsnrr ey s s e DR s sk 1 A R R
Pagu ANGEATAN © ittt et

Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) :

) HARGA | TOTAL
NO. BARANG/JASA VOLUME |SATUAN| SATUAN HARGA
s (RP.) (RP.)
— 1' =
2.
3.
-
5.
dst
JUMLAH
TR S tonmnausenm s s s S S R R b e A Rupiah.
...... Nama Desa ..oy viisiovisisinsvansns

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BIDANCGE oo
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13. Contoh Format Hasil Informasi Harga Pasar.

Format D -2

INFORMASI HARGA PASAR

TARUN svawsnsnss
PERIODE BULBN 3 cucsrmsssssuemsn s s s is s ssssnass s aavs ke
TRHEIN @} csssmnassvasssresniiasaen G
Harga Penyedia (Rp.)
No Barang/ | Volume/ HPS
- Jasa Satuan Nama_ Nama_ Nama. - (Rp.)
Penyedia|Penyedia|Penyedia
...... Nama Desa......, coeeveviiiinennnnnnn.
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
Mengetahui, BIDANG .ccsmmsansvmenssivmissaies
KEPALA DESA ..cosimamons DESR cviiivisasmmmmsnanansnss

............................................................
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14. Contoh Format Informasi Harga Barang/Jasa

INFORMASI HARGA BARANG/JASA
TAHUN .......ccce00-

Nama ToOKO/Penyedia @ ...ioiiiiiiiininiiiiiriiineiteeee e eeeneneneenens
7 T
No. Barang/Jasa Satuan l—(llgg g]a SeletEigan
Catatan:
1. Harga sudah sampai lokasi.
2. Harga termasuk pajak.
Toko/Pengusaha

Cap

.........................
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15. Contoh Format Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan melalui
Penyedia.

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

BIDANG .:cccinasassssssce

DESA oo KECAMATAN ............... KABUPATEN PONOROGO
JAOH iouaummiimmssmsaissine Nomor ......... Telepon .o

......NAMA DESA......

v NaMAa DeSa.u., vvvviiiiiiiiiiiinnnn.

Nomor : ..... /PKA/.....[....... Kepada
Sifat : Penting Yth. Tim Pelaksana Kegiatan
EEDITAN: swmsmses ™0 0  Sseiiisueleasssedesseirsdensssysme
Perihal : Penyampaikan Dokumen di

Persigpan Penpadaan. = ==0zl @' @ s

Schubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan .............
yang didalamnya terdapat pekerjaan. ..o
dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (8) Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor ... Tahun ...... tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa, dengan ini kami sampaikan Dokumen
Persiapan Pengadaan dan diminta bantuan Saudara untuk
melakukan Pengadaan guna memenuhi kebutuhan Barang/Jasa
kegiatan dimaksud melalui Penyedia.

Adapun spesifikasi teknis yang diperlukan tertuang dalam
Dokumen Persiapan Pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum dan terimakasih.

...... DAnl LIS v snsvvemeiasiss gias
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BARANGY cnscmanmmssnssisssiss
DESA .oummaimnaine

................................

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Kepala Desa. ...ceerinnonssiienanasns (sebagai laporan).
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16. Contoh Format Pengumuman Hasil Kegiatan Pengadaan melalui
Swakelola.

TIM PELAKSANA KEGIATAN ....ccovecenennee

DESA ..coviiniss KECAMATAN .....ccccouneee KABUPATEN PONOROGO
721 - 1 RS NOHOT v uaiess TelePOT Joisevesansnins

......NAMA DESA......

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENGADAAN BARANG /JASA
MELALUI SWAKELOLA

REGIATAN .ouivaiaismemmninms DESA .cvnsisnvivis
KECAMATAN .cwnasnaiin KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN ........

Diumumkan kepada masyarakat Desa ............... Kecamatan
................. , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor .... Tahun ...... tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
dl. DESaE. TPE oo PESR  onisaniia Kecamatan ...............

Kabupaten Ponorogo mengumumkan Hasil Kegiatan Pengadaan melalui
Swakelola, sebagai berikut :

...........................................................................

2. Nilai Pengadaan e A B SIS RS
3. Keluaran/Output

1. Nama Kegiatan

NO. URAIAN VOLUME SATUAN

-

Nama TPK
5. Lokasi
6. Waktu Pelaksanaan

...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................

Demikian Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa ini dibuat untuk
menjadikan maklum.

...... Nama Desa..cuiny voreenneeinnereannnnns
TIM PELAKSANA KEGIATAN
MENGETAHELT === csessssisnivarsacnssnsnims
KEPALA DESA .ooiriiiiiieviiriennns BES A svimumserivenieavias

M L L L L T . T T T T L L L L L L L LRSI L ) L]
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17. Contoh Format Surat Permintaan Penawaran.

TIM PELAKSANA KEGIATAN ...cccccovivnennne

DESA ......counen. KECAMATAN .......cc....... KABUPATEN PONOROGO
Jalan ......coceeeviiienininieninnenen. Nomor ......... Telepon .......cuuen.....
.QIIQCNAMA DESA...III

ssnama, DeBE. ... rsnsnennsasianig

Nomor & e TTPKS v Lowigonini Kepada
Sifat Penting Yth. Direktur/Pimpinan/Pemilik
LEMPITan. & sosaiss 0000 aenamesaienereisseiaasas i ssassennis
Perihal Permintaan Penawaran di

Pengadaan Barang/Jasa. = === siiseseesssessersssessesss

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan ................ , yang
didalamnya terdapat pekerjaan .....ccocvvviviiiiininiiniennenienen,

Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah :
1. Ruang Ingleap PERETTEaN o ovimvosaususiaess i soasiie s vnivaess
2. Daftar barang/jasa :

No Jenis Barang/Jasa Volume | Satuan

Selanjutnya, apabila Saudara berminat dan  bersedia
melaksanakan pekerjaan ..........ccccciiiennnn tersebut, diminta segera
mengajukan Surat Penawaran.

Surat Penawaran ditujukan kepada Ketua Tim pelaksana kegiatan
Desa ......cceeneee. Kecamatan ............... Kabupaten Ponorogo dengan
ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai
Rp.10.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal .........

2. Surat Penawaran dilampiri Dokumen Permintaan Penawaran,
sebagai berikut :

a. KAK;

b. Daftar rincian penawaran harga barang/jasa termasuk pajak,
bea meterai dan jasa penggandaan;

Volume;

Spesifikasi teknis;

Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

Waktu pelaksanaan pekerjaan;

Surat pernyataan kebenaran usaha; dan

Persyaratan administrasi berupa izin usaha dan Nomor Pokok

Waijib Pajak (NPWP).

=gl B ol W W oY
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.

Demikian Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa ini
kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

TIM PELAKSANA KEGIATAN
MENGETAHUI v et e e e

KEPALA DESA ;.cinsanman KETUA
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18. Contoh Format Surat Pernyataan Kebenaran Usaha.

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

PERNYATAAN KEBENARAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e e ez e R e
NIK R e S e RS Y STRA D R AN A e A Ak
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik ...........ccovevvuueennnnnn.
Alamat ¥ kR R AR R R S e T
No. Telepon /Fax | TR T B it s s s e N A R S S WSS R
Email N SRR NI R sem e S R R A B A O AT

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ;

Nama usaha Vs R P R AR S Sk e e e
Jenis usaha B e S B S B PR sl
Alamat tempat usaha R s S g B R BN R
No. Telepon/Fax D R R SRS e B A A AR AN N SRR NS
Email D R G N e R R AN e e et

adalah benar-benar milik kami dan masih beroperasi sampai dengan saat ini
dan untuk mendukung pegadaan barang/jasa kami memiliki :

1. Tempat/lokasi usaha;

2. Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan
dalam Pengadaan; dan

3. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila
ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang memhyat pernyataan

Materai
Rp.10.000
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19. Contoh Format Surat Penawaran Harga.

Nomor
Sifat

Lampiran :

Perihal

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

........................................ Kepada

Penting Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

iEabetBEaE === shuisissasessseiessre

Penawaran Harga B
di

.............................

Menanggapi surat Saudara tanggal ........cccceeeevveiiniiniinnennnns
Nomor : ..... JTPK/. .../ uunenn.. perihal Permintaan Penawaran
Pengadaan Barang/Jasa, maka bersama ini kami mengajukan
penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah
sehessr RDi susissuicass Gsnssmsmmsiissss s 1 Rupiah)
dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini
kami lampirkan :

1. KAK;
2. Daftar rincian penawaran harga barang/jasa termasuk
pajak, bea meterai dan jasa penggandaan;
Volume;
Spesifikasi teknis;
Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
Waktu pelaksanaan pekerjaan;
Surat pernyataan kebenaran usaha; dan
Persyaratan administrasi berupa izin usaha dan Nomor
Pokok Wajib Pajak(NPWP).

Demikian Surat Penawaran Harga ini kami sampaikan
untuk menjadikan periksa, dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

PR OO O e

Direktur/Pimpinan /Pemilik

Materai
Rp.10.000
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20. Contoh Format Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa.

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA
SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA
DAN BEA MATERAI

Harga -
No Jenis Barang/Jasa Volume | Satuan Satuan aLEA
(Rp)
(Rp)
Jumlah
R R R DT A P R TN o S A KO i e S B s RS Rupiah )

.....................................

oooooooooooooooooooooooooooooo
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21. Contoh Format Berita Acara Evaluasi Penawaran.

TIM PELAKSANA KEGIATAN ...ccooctvenvennns

ISR comamsnsans KECAMATAN ..o KABUPATEN PONOROGO
JAIAT ssveivainassanavivimes s Nomor ......... Telepon .uussssssivueies
..'."NAMA DESA".'.'

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN
NOWOE &l TPE Lisid soiension

PERETIAGAIY 1 . cuvunncnmsnsnns ansimmmmsin snsamsinmsnsobs ssmii s assas assan vass

.............. Tanggal
pada Pukul s/d Pukul
, kami Tim Pelaksana Kegiatan

BRI cocmamsnnsnemsns  Doage PORBEL Loaveane 808 PREOL ceassis
bertempat di ccoasvomssiaisvinvsaviis
Desa Kecamatan

ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Ponorogo Nomor
Tahun

----------------------------------------

Tahun Dua
WIB

Kabupaten Ponorogo berdasarkan

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, telah

melakukan evaluasi terhadap penawaran Penyedia atas harga pekerjaan

Evaluasi dilakukan terhadap persyaratan administrasi, teknis dan
harga, sebagai berikut :
A. Evaluasi Administrasi
Persyaratan Administrasi
No. e Surat Pernyataan | Usaha NPWP | Keterangan
Penyedia : (jika
Penawaran | Kebenaran | (jika e
Usaha perlu) perid
1. MS / TMS
2. - MS / TMS
o MS / TMS
dst 1
B. Evaluasi Teknis
Persyaratan Teknis
No Hama Jadwal Perisian| Keterangan
"| Penyedia e chiaga
y Belksanae Peralatan AhL Dst.)
1. MS / TMS
2. MS / TMS
N . MS / TMS
dst
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o (1
C. Evaluasi Harga
Harga
: HPS
No. Nama Penyedia Penawaran Keterangan
(Rp.) (Rp.)
MS / TMS
2 MS / TMS
3. MS / TMS
dst
Berdasarkan evaluasi tersebut, maka terhadap penawaran yang

diajukan oleh Penyedia dinyatakan sebagai berikut:

ks

2.

Penyedia = e,
GIIVALERATY ivsivirimsissns sunmmsnsammnsmrmnes

Pepyedis: @ = = ceacssanvsassierissosiiesis
dinyatakan ......ccccceeeviiiiiiiiiniinnnnn,

PEIYEdIE === saicssiesimsssseeasssmmes smesens
CHEYVRVRREIY ooisnmviinmivassssiaismsmin

dst

Selanjutnya terhadap Penyedia yang dinyatakan lulus evaluasi akan
diundang untuk dilakukan negosiasi (tawar menawar) harga terhadap

penawaran yang diajukan.

Demikian Berita Acara Evaluasi

sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI
KEPALA DESA ....ccccvvvvvvininnen

--------------------------------

Keterangan :
MS Memenuhi Syarat
TMS

Penawaran ini dibuat dengan
TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA ...
1. Ketua R PR PR )
2. DekBSaTIR' S usvamsassvivinsins Entstestn )
;W 7 (e - A R — . )
4. dst

Tidak Memenuhi Syarat
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22. Contoh Format Surat Undangan Negosiasi.

TIM PELAKSANA KEGIATAN.............cceeuu.

DEBA «cuiswmsvsn KECAMATAN ...cvciviien KABUPATEN PONOROGO
B NOMOL .ouvissss I Ca]s) 3 SEEST—
......NAMA DESA"....

i AR DeS Gy woss seavissinnines 20
Nomior: & s TPK] ciicn /2044 Kepada
Sifat : Penting Yth. Direktur/Pimpinan/Pemilik
BAIBDITAIL T wasediaadiss’ mikwssbeesssestsssssanesssmsnesdeennmesbsmns
Perihal : Undangan di
Menindaklanjuti surat Saudara tanggal .................... 20,4
NOTAOE & canimvinnnismevansanrass perihal Penawaran Harga, bersama ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga
Saudara, pada prinsipnya kami tidak keberatan, tetapi
berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami
perlu melakukan negosiasi harga terhadap penawaran
Saudara tersebut.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran
Saudara besok pada :
Hari G PN,
Tanggal : .o
FETE L ikt
TSR ¥ eauinnienmassantie
ACAra ! e
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas
kehadirannya disampaikan terima kasih.
TIM PELAKSANA KEGIATAN
MENGETAHUI = eeesesnrnssomsenesevssmmmessnsansanssss
BEPALA DESA ..o DICER cosiciinimmarivesatsn

KETUA

----------------------------------------------------------------
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23. Contoh Format Berita Acara Hasil Negosiasi (Penawaran).

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI

Nomor : ..... VL S —
i 1 T

Pada hiar] 3 covnnisin Tanggal ...... Balanl coanassnnss Tahun Dua
=11 5 s packa POkl oo WIB bertempat tempat
s & S-S . , berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2)
huruf k Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun ...... tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa, kami yang bertandatangan di bawah ini
telah melakukan negosiasi harga atas pekerjaan ........ccoovvevveevneeenennnnn.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan .........................
DSE s mssies Kecamatan ..........c..ee....... Kabupaten Ponorogo dengan

Pada saat negosiasi harga, pihak Penyedia yang dihadiri oleh
............................ menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penyedia dari .......c....oeevvunennnn. menyatakan telah menerima
semua surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan .................

2. Bahwa pihak Penyedia dari ..........cccoccovvuveneenn. menyambut baik dan
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama
ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia dari
........................ adalol sebesar Kp.. wasaamass [ ssssmmnsisces Ripiah )
termasuk beban pajak dan bea materai, dengan rincian sebagai berikut :

Harga Total
No Jenis Barang/Jasa Volume |Satuan | Satuan Harga
(Rp) (Rp)
1.
2. .
5,
dst _ =
) Jumlah
R R e I e B O e ot b R S Rupiah )

b. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi
serta beberapa penjelasan yang diperlukan dengan tidak merugikan
masing-masing pihak, maka kedua belah pihak secara bersama-sama
telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia
dari .....ccoviiiiineninnnen. Sehesalt RP: wcusavsimsansss T — Rupiah)
menjadi sebesar Rp. .........cccuveeee. T ————————— Rupiah)
termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar Penyedia.



.

Selanjutnya Penyedia dari ........c.cooivvviiiiiiiiiinn. akan membuat

dan menyampaikan Surat Penawaran yang baru sesuai hasil kesepakatan
ini dengan rincian sebagai berikut :

Harga Total
No Jenis Barang/Jasa Volume | Satuan | Satuan Harga
(Rp) (Rp)
3 B
2.
3. o
dst
Jumlah
T o AL P o 0 L T T T L a e s e pe e ol gy deal =R SR B S L Rupiah )

c. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat negosiasi harga adalah
bahwa masing-masing pihak bersepakat setelah proses negosiasi harga
disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang ditetapkan
sebagai Penyedia adalah yang melakukan harga penawaran yang lebih
murah dan akan menuangkan proses kerjasama dalam bentuk Surat
Perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..Nama DeSa...., covveveiiiiiiiiiiinininenens
TIM PELAKSANA KEGIATAN

.................................................

........................

------------------------- SbessbEbeBBbBRsIDERRBERES

MENGETAHUI
BEEPALA DESA: svnsasviswsvens

------------------------------
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24. Contoh Format Penetapan Penyedia.

BERITA ACARA PENETAPAN PENYEDIA

Nomor : ..... /TPK/.....[........
Pada hari ini .............. Tanggal ...... 515 1 F- s - S ——— Tahun Dua
4 o 10 [ pada Pulknl ..o Sild PR i WIB bertempat
B A s AR A RS R , berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf 1

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun ...... tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Berita Acara Hasil Negoisasi Nomor :

............................. tanggal......................, Kami Tim Pelaksana Kegiatan
........................... Desa oy KOCEAMAIAN i  RADBPALEN
Ponorogo menetapkan Penyedia yang melakukan harga penawaran yang lebih
utEh UK BERETRBTL i arsisnmsrssennsic , Sebagai berikut :

Nama Penyedia L —
Alamat T L T T S —
NPWP S —
Harga Penawaran = 7 o R . (RO Rupiah)
Harga Negoisasi o e 5 T T ——_— Rupiah)
Harga Setelah Negoisasi : Rp. ...cccovvvvvnvvvnnnnnne. R Rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PELAKSANA KEGIATAN

..................................................

DESA cwunmmsmnimsiomn
1. Ketua § e ssnssameesssmasasanans (coreiiiinanns )
B BERTEIBTIE 1§ cossunensiissiveis e Vinssnsssosnvasi )
3. Anggota - J TR N L AT )

4. dst.
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25. Contoh Format Surat Perjanjian (Penawaran).
SURAT PERJANJIAN
Pada hari ini ............... Tanggal ........... 2151 1 o - Tahun Dua
I soussaseteen bertempat di ...ccvviiiiii , kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
[. Nama e
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran ...........c.ccecevevieieieiienenennn.
55T G — KOGt csiinien Kabupaten Ponorogo.
Alamat v OB acuss s NOIOT s vamnnns
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama S SR R e
Jabatan : Direktur/Pimpinan /Petilile ..o
Alamat T —_——

Selanjunya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA
PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan
perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

........................................................................................................................

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam
perjanjian-ini adalgh sebesar RP. ..ccvawmsssssionss {assusnssammssosvanssnin Rupiah)
termasuk pajak dan bea materai.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada
waktunya.
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Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah ..... fissmsanenerssnens ) hari
kerja mulai tanggal ........c.ceeeineen sampai dengan tanggal ....................

sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal .....................

Pasal 5
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi
di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan
sebelumnya.

(2) Setelah terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan kembali, yang dituangkan
dalam Perubahan Surat Perjanjian.

Pasal 6

SANKSI
Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka
PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar ........ % dari nilai pekerjaan
dengan nominal sebesar Rp. .............c........ frsmvssessanismnsanininssesisisiisss Rupiah).

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan

mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...... Nama Desa...ccc, covn vvveieiiniiniinnnn s

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR/PIMPINAN /PEMILIK PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
............. DESA i,

Materai

Rp.10.000

MENGETAHUI
KEPALA DESA ...y

!!!!!!!!!!!!! SEsassEsEsbR0EN
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26. Contoh Format Pengumuman Lelang.

TIM PELAKSANA KEGIATAN ....ccccceeenennne
DESA .cvumommmunenss KECANMATAN .....comm KABUPATEN PONOROGO

JAIBI covvsimimmininssuasvisavss NOIIOT oovuiass TelePON oo

......NAMA DESA......

PENGUMUMAN LELANG PENGADAAN BARANG/JASA

UNTUR EBEGIATAN, ;i snsssraonsinssaasnrsnssnses DESA ..ccoorsrerconcranse
KECAMATAN ..cccovvviervnnans KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 20......

Diumumkan kepada Penyedia Barang/Jasa Desa ..........c........ Kecamatan
................... , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor .... Tahun ...... tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
[dege, TP svincsonsisnimnnsmms , Desa .......... Kecamatan ............... Kabupaten Ponorogo
mengumumkan Pendaftaran Lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa ...........ovvevvvinnn. -
sebagai berikut :

1. Nama Paket PEKETJAAIN © .iiiiiiiiiiiiiiiieiiiieriiresee s sasesensnseasarnssnsnssssessssenssneesne
2. Nama TPK T amemmmaim seimi e g N B DA R A RO R
3. Lokasi pekerjaan S R S WA S S T S R A e A
4. Ruang lingkup pekerjaan :
5. Nilai total HPS . ST [is snnevesovaenenuminnmpsanmusasssesss Rupiah).
dengan spesifikasi Barang/Jasa sebagai berikut :
No Jenis Barang/Jasa Volum_e Satuan
6. Penjelasan pekefJaani ...vcseersuessones dilaksanakan pada hari ............. tanggal
........................ brlan ...osesess a0 DAA RIBY ccmemiveoss PURUL sriciacess: WIB
bertempat di .....ccovvniiiininiiiniaennnn,
7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan :
Pekerjaan mulai dilaksanakan pada tanggal .........ccccee.... dan selesai

dilaksanakan pada tanggal ........ccccceun.....
8. Jadwal proses Lelang

------------------------------------------------------------------------

Demikian Pengumuman Lelang Pengadaan Barang/Jasa dibuat untuk
menjadikan maklum.

...... Nema Desaiiai, isviimerses 20ans
TIM PELAKSANA KEGIATAN
MENGETAHLIL = iissssessinssesissssivisisiisssiii
KEPALA DESA ..ivviviiiiiieiiennnens DESA ooeieeeeeeeeeeinens
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27. Contoh Format Kelengkapan Persyaratan Administrasi.

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama R R R R R L R S R A S b b et
No. KTP R AR R R A P TN A ST AN SR SRR e
Pekerjaan 5t Bt e e e TR I R e R e e B R R
Alamat e BB R A AR AN RO RS R A A O AR B SN
Telepon/Fax T T om T Tymm——
Email o N S S A N A NS A S S S

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani perjanjian;
Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *);
Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana,;

Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan
dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam
proses pengadaan ini;

5. Saya tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan;

6. Data-data saya adalah sebagai berikut:

nlll

A. Data Administrasi :

1. Nama D R R B R S R R R AR
2. Pekerjaan T S M BT A A R
3. Nomor KTP RN AR R N A AR AR VA A AN O SO O R
4. Alamat S OO~ 0 Y-~ W= - SO
5. No. Telepon R R R A T R S b L e

No. Fax } RS B SRR R TR e
O T —

No. Telepon ARt A o A N N 3 A RS S AN N

B. Surat Izin Usaha :

1. No. Surat izin Usaha A S N R R VS
2. Masa berlaku izin usaha R L L I
o ITStANS] pemiben] 20 USANEL. | . icisimamermsrass e sirmses s sxmmptssmmss

C. Data Keuangan
1. NPWP SRS SR S SO OO
2. Buktilaporan Pajak : Tahun ........... VEBPEAY oo ammamairmmsns ek
Tahun terakhir
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o

D. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

Jenis Kapasitas Bukti
Fasilitas/ p Merk | Tahun . .| Lokasi
atau output Kondisi Status
No. | Peralatan/ | Jumlah dan | pembu Sekara A
pada saat : (%0) Kepemi
Perleng- G tipe atan ng :
ini likan
kapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2,
3.
4.
5.
dst

Adapun data-data persyaratan administrasi tersebut diatas sebagaimana
terlampir.

Demikian Formulir Isian ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh
rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen
yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia
dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi daftar hitam, gugatan
secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lllllllllll li'lillll’lll)lll‘n--nnn--a QOICIII
Hormat saya,

.............................

Direktur/Pimpinan /Pemilik
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28. Contoh Format Undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti

Lelang.
TIM PELAKSANA KEGIATAN LA A R R AN R R E RN NRDN]

DESR s KECAMATAN ...oeneonnnes KABUPATEN PONOROGO
310 ¢ R Nomor ......... Telepon. «omssmissves
I..I..NAMA DESA......

IO . (oo 55 R 20....
Nomior & e PAG 21 — ? JP—— Kepada
Sifat Penting Yth. Direktur/Pimpinan/Pemilik
Lampifan & weosesmser s R
Perihal Undangan mengikuti di

Lelang., L eesesssesensesnsananen

Sehubungan dengan akan  dilaksanakan  kegiatan

....................................... ,» yang di dalamnya terdapat pekerjaan
........................................ , kami mengundang Saudara untuk
mengikuti lelang dimaksud besok pada :

Hari AR

Tanggal T TL e

Waktu 2 PO ceismmmmmmmesanrnnsy

Tempat R

Acara Y e R e

Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah :
Nama Palel pEREfEAN § cusvesiircssssisirssisimig sk
Nama TPK o YR S R R

N =

Lokasi pekerjaan Gt s SR A R A A

Sl

Ruang lingkup pekerjaan :

............................................................................................

............................................................................................

5. Nilai total HPS

Nilal HPS SEbesit Rb..ciscoswvisnvnsinn e TS
rupiah), dengan spesifikasi Barang/Jasa sebagai berikut :

No Jenis Barang/Jasa Volume | Satuan
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6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan :

pekerjaan mulai dilaksanakan pada tanggal .................... dan
selesai dilaksanakan pada tanggal .....................

7. Jadwal proses Lelang :

............................................................................................

Selanjutnya, apabila Saudara berminat dan bersedia
melaksanakan pPekeraRN .cuusiisasisiseseniens tersebut, diminta
segera mengajukan Surat Penawaran.

Surat Penawaran ditujukan kepada Ketua Tim pelaksana

kepialanPembanplilian cesssesussisiasmrns DEBE s
Kecamatan ............... Kabupaten Ponorogo dengan ketentuan
sebagai berikut :

1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai
Rp.10.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal .........

2. Surat Penawaran dilampiri :
a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk KAK;

b. Daftar Kuantitas dan Harga barang/jasa termasuk pajak,
bea meterai dan jasa penggandaan;

spesifikasi teknis;

gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
waktu pelaksanaan pekerjaan;
persyaratan administrasi;

rancangan surat perjanjian;

nilai total HPS;

5w oo a0

s

Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
j. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian = Undangan  mengikuti Lelang Pengadaan
Barang/Jasa ini kami sampaikan, atas perhatiannya
disampaikan terima kasih.

TIM PELAKSANA KEGIATAN
MENGETAHUL = asismsssisssesmssmmsssninsssmansssnssnsmne

KEPALA DESA ... KETUA
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29. Contoh Format Dokumen Penawaran Lelang.

Nomor
Sifat

Lampiran :

Perihal

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

........................................ Kepada

Penting Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

1 (satu) berkas = 00000 eeceensieniisesessansassennane

Penawaran Lelang. L) O R
di

.............................

Menanggapi surat undangan dari Ketua TPK ....................
511 R — Kecamatanl ..osevisomives Kabupaten Ponorogo
INOBMEE T oninnmessnanmamesonis PEPORL e s perihal Undangan
mengikuti Lelang, maka bersama ini kami mengajukan
penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah
sebesar Rp......ocoevvvnenene. S rupiah)
dan berlaku selama .......... E— ) hari kerja dengan rincian
sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini
kami sampaikan:

Penawaran Lelang;

Pernyataan Kebenaran Usaha,;

Daftar rincian Penawaran;

Spesifikasi Teknis;

Jadwal pelaksanaan;

Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dl Pt L e

Demikian surat penawaran harga kami buat untuk
menjadikan periksa.

Direktur/Pimpinan /Pemilik,

...........................
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30. Contoh Format Surat Pernyataan Kebenaran Usaha.

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

PERNYATAAN KEBENARAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama G O A A R S AR A AL RSP A A S A RIS
NIK A T S R A T R LSRR AR SRR AN A
Alamat T r—
Pekerjaan v Dharelstar/ Pimpinan /Pemibk ..ususasimmmensmiis
Alamat s A BN Y R AN AN A W RN DA P MO SO R S
NG, TCICHONSTHER ¢ csisnisosiossssisaassmsasssarisismmmsiin vasvasisss s sans sasommntuase
No. HP e R R R R S T VR SR S
Email T —

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama usaha ] R T T —
Jenis usaha R e —
Alamat e
NO: TCICPONFIAR & i iiamsnstisssatss As s atssss s mafashuas smssememmts s siomes
No. HP I a—
Email T —

adalah milik saya dan masih beroperasi atau berjalan sampai dengan saat
ini, dan untuk mendukung pengadaan barang/jasa usaha kami memiliki:
1. Tempat/lokasi usaha,

2. Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam Pengadaan.

3. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang
dibutuhkan

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila

ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.10.000

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LA A)

Direktur/Pimpinan /Pemilik
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31. Contoh Format Penawaran Teknis dan Harga.

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

Format I-2

PENAWARAN TEKNIS DAN HARGA

No

Uraian Barang/Jasa | Volume | Satuan

Harga
Satuan

(Rp.)

Jumlah
Harga
(Rp.)

JUMLAH PENAWARAN

Catatan :
Daftar Kuantitas dan Harga barang/jasa termasuk pajak, bea meterai dan
jasa penggandaan

...........................




-46 -

Format I1-3

32. Contoh Format Pakta Integritas.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama R S Seee=NUNY o= S WO G WO 1
2. Pekerjaan N
3. Nomor KTP L R TR R R
4. Alamat R R S R T A S R R R
No. Telepon B S R S T S R S P G S S 5
No. Fax E g e R R A S T S S e G
Email T o e R AR A A AP SR TS MRV
5. Alamat Kantor Ty Se e ————
NG TOIBPOMTTAR 5 i i in i G s s a me A s S A Ao S s o eme
Email P e R S R T R e
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka
pengadaan barang/jasa ..................... [isi sesuai dengan nama pekerjaan)

................. pada DESE ausanassss KECEMAIEN s

Kabupaten Ponorogo dengan ini menyatakan bahwa:

Wk~

Tidak Akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
Tidak pernah tercantum dalam daftar hitam;

Akan melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten dan /atau Intansi
yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses
pengadaan ini;

Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS
ini, maka bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau
dilaporkan secara pidana.

Nama Penyedia

Materai
Rp.10.000

Direktur/Pimpinan /Pemilik
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33. Contoh Format Berita Evaluasi Penawaran (Lelang).

TIM PELAKSANA KEGIATAN ...cccocvvcnvennee

DESA ...cocenvnens KECAMATAN .....ccceeueeee KABUPATEN PONOROGO
U 11 7= o S O Nomor ......... TelePon ..o.cmmsrvamensse
......NAMA DESA......

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN
Nomor : ..... /TPK/...... ; LO——

Pada hari ini .............. Tanggal ...... Bulan .....cocevvevevrnannee. Tahun Dua
51 45 N NN, pada Pubkul oo sfd Pulal e WIB
bertempat di .....coceveiniiiiiiiiiiiiieeans , berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1)
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun ...... tentang tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa, kami Tim Pelaksana Kegiatan ..................
DESE, cvsssovisusmivnigaism ReCamatiitl wiciinsiissonia Kabupaten Ponorogo telah
melakukan evaluasi terhadap penawaran Penyedia atas harga pekerjaan
JEIRRE sxaamarscrsssmentns soessanismaiive

Evaluasi dilakukan terhadap persyaratan administrasi, teknis dan
harga, sebagai berikut :

A. Evaluasi Administrasi

Persyaratan Administrasi )
Nama Surat [zin
No.| 1i: Surat Pernyataan | Usaha NPWP Keterangan
enyedia % (jika
Penawaran | Kebenaran | (jika il
Usaha perlu) peria)
1. Py MS / TMS
2. MS / TMS
3, N MS / TMS
dst
B. Evaluasi Teknis
- Persyaratan Teknis
Pelksanaan Ahli '
L4 b N MS / TMS
2. MS / TMS
3. MS / TMS
dst -
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-2 .
C. Evaluasi Harga
Harga HPS
No. Nama Penyedia Penawaran Keterangan
(Rp.) (Rp.)
MS / TMS
2, MS / TMS
3. MS / TMS
dst B |

Berdasarkan evaluasi lelang tersebut, maka terhadap penawaran yang
diajukan oleh Penyedia dinyatakan sebagai berikut:

1. PBOVEIR oo msusssmvimmsrivias dinyatakan *(Lulus/Tidak Lulus)
%  PERYehit iuvisssvimisaaisiess dinyatakan *(Lulus/Tidak Lulus)
B PERYEHE wonvevmasimnkur oot dinyatakan *(Lulus/Tidak Lulus)
4, dst

Selanjutnya terhadap Penyedia yang dinyatakan lulus evaluasi
penawaran lelang akan diundang untuk dilakukan negosiasi (tawar menawar)
harga terhadap penawaran yang diajukan.

Demikian Berita Acara Evaluasi Penawaran ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PELAKSANA KEGIATAN

MENGETAHUI PEMBANGUNAN ..oviiiovinessorsssssses

KEPALA DESA ....ccmminnsisiis DESH nssvisssnivassis
1. Ketua S besmnaaaesnnis )
2. SERTelaris i ...coveonemsrerorsraces S )
o BOEGOIE 2 susssisresissaies fssiserssnann )
4. dst

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

*) Coret salah satu
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34. Contoh Format Surat Undangan Negosiasi (Penawaran) Lelang.

TIM PELAKSANA KEGIATAN ...ccccceeevnennes

DESA ......cconeress KECAMATAN ............... KABUPATEN PONOROGO
FAW isnimmnnaneinsssn Nomor ......... i .17 o ]n] g (e —
....I.NAMA DESA......

....Nama Desa..., ..... T 20.....
Nomor  : ..... FIEK S cnsane 7 (A— Kepada
Sifat Penting Yth. Direktur/Pimpinan /Pemilik
LEMRPIPAR 3 wwsssimmss 0000 aeessnmessssinesevaliisesass et
Perihal Undangan di
Menindaklanjuti surat Saudara tanggal .................... 20....
NOMOE | ceossssssmsssasnnsssnnes perihal Penawaran Harga, terhadap
pekefiaan lelghll ouivssssnsisesia , bersama ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga
Saudara, pada prinsipnya kami tidak keberatan, tetapi
berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami
perlu melakukan negosiasi harga terhadap penawaran
Saudara tersebut.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran
Saudara besok pada :
Hari d s R R
TEnRERAL § .ooovanscsmmmorseasmormsammne
Waktu 0 15 1o 5 | S —
TEMDEE  §  Geadsssssmriassnsediramie
Acara Y TR i G i
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas
kehadirannya disampaikan terima kasih.
- M PELAKSANA KEGIATAN
MENGETAHUIT @ = cccecseseiessssisviadsaiiie
KEPALADESA ..oiiiiiiiiiieenns DESA ..o,

...........

.....................

KETUA
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35. Contoh Format Berita Acara Hasil Negosiasi (Lelang).

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI

Nothor? .. 04 = L j SA——
PoREIABIL Y cosismsamiiime svs il s i s e s s i s sy

Pada Dotd T8 ccssvisersins Tanggal ...... Balah caonasnsas Tahun Dua
B ssassnmmnussny pada PORA v isuawwmisainais WIB bertempat tempat
Ml s v s , berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun ...... tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa, kami yang bertandatangan di bawah ini
telah melakukan negosiasi harga lelang atas pekerjaan ........ocooviieiinniininnnnnne.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan ................ooeeeen.
DEBA. urvnonranimnssminnrss Kecamatan q.oocooivimmnsinnss Kabupaten Ponorogo dengan
pihak Penyedia dart ..o

Pada saat negosiasi harga, pihak Penyedia yang dihadiri oleh
............................ menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penyedia dari .......ccccovvvvnvnnnnne. menyatakan telah menerima
semua surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan .................

2. Bahwa pihak Penyedia dari ...........cccccccoevneennns menyambut baik dan
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama
ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran lelang untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia
........................ adalah sebesar' RpP: oo | s RUpiah )
termasuk beban pajak dan bea materai, dengan rincian sebagai berikut :

Harga
Jenis Barang/Jasa Volume |Satuan | Satuan Harga

i (Rp) (Rp)

1, = .

2.

3.
dst ]

Jumlah
B o R e R T T T rupiah )

b. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi
serta beberapa penjelasan yang diperlukan dengan tidak merugikan
masing-masing pihak, maka kedua belah pihak secara bersama-sama
telah menyepakati pengurangan atas penawaran Lelang yang diajukan
Penvedia . ciuavivsveniesis SEDESAE R scssscasisessis AR T T——— Rupiah)
menjadi sebesar RpP. wacesceseormsnenss T Rupiah)
termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar Penyedia.
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Selanjutnya Penyedial .......ccvcvvriieiririsieernscernenienns akan membuat dan
menyampaikan Surat Penawaran yang baru sesuai hasil kesepakatan ini
dengan rincian sebagai berikut :

Harga
No Jenis Barang/Jasa Volume |Satuan | Satuan Harga
(Rp) (Rp)
1. — —
2.
B
dst
Jumlah
TR R s T Pt T C T o s DT S T it e TNy e S o ol SR I (el 101 rupiah )

c. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat negosiasi harga adalah
bahwa masing-masing pihak bersepakat setelah proses negosiasi harga
disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, Penyedia yang
ditetapkan scbagai Pemenang adalah yang melakukan harga penawaran
yang lebih murah dan akan menuangkan proses kerjasama dalam bentuk
Surat Perjanjian.

Demikian Berita Acara Negoisasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)
masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

N DB .o s
TIM PELAKSANA KEGIATAN

MENGETAHUI
KEPALA DESA ....ccccvriveieevinnnnnns
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36. Contoh Format Berita Acara Penetapan Pemenang.

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG

Nomor : ..... TTRISS conns 7 —

Pada: harlind .o Tanggal ...... 12 1515 |« R ———— Tahun Dua
RIBU  wesvmsmsonivevimseriaas peda. Puknl i s/d Pukul ............. WIB
bertempat di «ovsisrsrmsssrisiarrmnsssss , berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1)
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun ...... tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Berita Acara Hasil Negoisasi Nomor :
............................. tanggal ......................., kami Tim Pelaksana Kegiatan
........................... Desa ............... Kecamatan ............ Kabupaten Ponorogo
menetapkan Penyedia yang melakukan harga penawaran yang lebih murah
untill: PeRETIARN  visnumsasmvavesvissing , ditetapkan sebagai Pemenang
sebagai berikut :
Nama Penyedia B e e R N AN I e s
BIREIEE =000 e R e R T e
o S
Harga Penawaran L =S, [ttt v e w e Rupiah)
Harga Negoisasi 2 T R Rupiah)
Harga Setelah Negoisasi : Rp. .ooovevvieieneninnnnne. biivivassenssnensiies smmnrrs Rupiah)

Demikian Berita Acara Penetapan Pemenang ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PELAKSANA KEGIATAN

..................................................

16 LF 7 T ——
1. Ketua s Giasssmnnnense )
2. SEKPEANS I ..occmmrmmmnsrersaesnsssisss SRER—— )
3. Anggota B oo i s fecisesmanminies )

4. dst
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37. Contoh Format Surat Perjanjian (Lelang).
SURAT PERJANJIAN
Nomor : ..... SPER S covif suvevan
Pada hari ini ............... Tanggal ........... Billan s Tahun Dua
 2ai 11 (R———— berteiipat Al conssmmmsi R , kami yang
bertandatangan dibawah ini :
[. Nama b eemes AR RS SR AR R bR
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran .................. B RR——
Kecamnatan ... Kabupaten Ponorogo.
Alamat SR 5 Nomor .............
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama T R S RS R R RS
Jabatan : Direktur/Pimpinan /Pemilik .........ccoveeieieieiiiiieceneeceeennn.
Alamat L aressmansasaeseisbVANES SRS G e

Selanjunya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA
PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan
perjanjian dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Lelang, dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

........................................................................................................................

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN
Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam

perjanjian ini adalah sebesar Rp. ......ccccoouieininnnniss Cssssvnsasrsnnsansssonaas Rupiah)
termasuk pajak dan bea materai.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada
waktunya.
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o1
Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah ..... NP — ) hari
kerja mulai tanggal ................... sampai dengan tanggal ...................

sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal

...................

Pasal 5
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi

di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan
sebelumnya.

(2) Setelah terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan kembali, yang dituangkan
dalam Perubahan Surat Perjanjian.

Pasal 6

SANKSI
Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka
PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar ........ % dari nilai pekerjaan
dengan nominal sebesar Rp. ............ouu....... finmssssnnanecsppissm s it Rupiah).

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...... Nama DeSa......, coeen ceveeeeeeienannnnn. 20....
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR/PIMPINAN /PEMILIK PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
................. DESA......cccvmmsmossnsensssesen
Materai
Rp.10.000
MENGETAHUI

KEPALA DESA

.........................
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38. Contoh Format Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan.

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DEBA .ccnvnmsnnnan KECAMATAN .......c....... KABUPATEN PONOROGO

T £ 25 o O Nomor ......... TElepon. ..cccuvvausnannns

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

MINGGUAN/BULANAN
Nama Paket pekerjaan R R N T A R S VAR S NS AR P
Nama PKA D e R R T R
Lokasi pekerjaan L
Ruang lingkup pekerjaan ] Sy N R A R e e A
Nilai total pekerjaan ¢ Rfsuswsasusssins Fosinmivmssmvmisiemmestng Rupiah).
. Rencana Realisasi
Wi e Selisih Ket.

Pekerjaan Volume | Satuan | Volume |Satuan

...... NEma Dest s sasvinnins S

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DYESA o wuungsnusnspussesv
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39. Contoh Format Pengumumam Hasil Kegiatan Pengadaan melalui
Penyedia.

TIM PELAKSANA KEGIATAN ....cccccvvvennnee

| | 7 O KECAMATAN ..coivnenranens KABUPATEN PONOROGO
- A Notior ... TEREHOR oo
......NAMA DESA.-....

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENGADAAN BARANG /JASA
MELALUI PENYEDIA

Diumumkan kepada masyarakat Desa ................... Kecamatan
................... , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun ...... tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa, TPK .icsivsisesonssis s DESE sieaviinss Kecamatan ...
Kabupaten Ponorogo mengumumkan hasﬂ kegiatan Pengadaan melalul
Penyedia dengan metode Lelang, sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan o
2. Nilai Pengadaan R P N PO PUE L S S RRECA
3. Keluaran/Output

NO. URAIAN VOLUME SATUAN
4. Nama Penyedia S SRS =S AT SR -
5. Lokasi B o A A S AL AR AR S S A AT
b, WaBlu PClalSaitian ¢ cosicimmssnnsimsms i b i sams i esda i

Demikian Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa ini dibuat untuk
menjadikan maklum.

...... INATOE DESE s s e aes
TIM PELAKSANA KEGIATAN
MENGETARIIT 3 = cncmsmiussvsissesis i s
KEPALA. DEBA ciseserssnsnsessnnssnnsos DESR . ccnsammmsnsinimds
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40. Contoh Format Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
KOP PENYEDIA BARANG/JASA
NOIDE | saasnnssmssssiesiasniiigs Kepada
Sifat Penting Yth. Pelaksana Kegiatan Anggaran
Lampiran : 1 (satu) berkas ([1 502 S = S =0 A=)
Perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan. di
Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : ..... P a LT S (R
tanggal ....cccoiiiniinninnnnn. , maka perlu kami sampaikan bahwa
PEKEIJAAN iiviiiiiiii e telah selesai
dilaksanakan dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan
pekerjaan .......cccoeveiiiiiiiieiiinnnnn. untuk diteliti apakah sudah

sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

.....................................

.............................
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41. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA
Nomor : ..... Vi g .Y S S—

PERETIBER I sacimamismiinsisissrmsrnnananinsonsssmamsmss s assmensmsssn
Pada hari ini .......... Tanggal ........o. BUlath coeiciins Tahun Dua Ribu
.............. pade PRl o Wik bertemmet B . coovnaimenpnuvissiv
kami yang bertandatangan di bawah ini, berdasarkan ketentuan Pasal 37
ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun ...... tentang Tata Cara

Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara bersama-sama telah melakukan
Pemeriksaan Barang/Jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia
...................................................... melalui metode Penawaran atau Lelang.

Pemeriksaan Barang/Jasa dipimpin oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran
...................... DESE  couvvivomsemmnmnoes NECHMVATAT svccssonssivenine:  KADUPETEN

Pada saat Pemeriksaan Barang/Jasa pihak Penyedia dihadiri oleh

...................................... , dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksana Kegiatan Anggaran ...........ccoeeuvevenennnn. 1B - [
Kecamatan ........cccc.o..... Kabupaten Ponorogo menyatakan telah
menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia
................................... dan telah sesuai dengan yang disepakati bersama.

2. Penyedia menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas
kepercayaan yang telah dberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

........ Nama Desa.....c..y cever vvvevvininennnnnnnnn.. 20....

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DIREKTUR /PIMPINAN /PEMILIK DESA

.........................

---------------------------
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42. Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
Nomor : ..... I PRAS vl s

Pada hari ini ............ Tanggal ........... BMIAT .coversonenss Tahun Dua Ribu
................. bertempat Ul cenmnsanssnmssiavanseamssasy TEIER dllaksafakan
Serah Terima Barang/Jasa hasil pekerjaan ...
antara :

[. Nama D i S AR S S G SR
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran ................ Desa cvvvvviniiiiniinnnnn.
KeoHmMatar .. acoensimsns Kabupaten Ponorogo.
Alaiat ¢ <JElaN cesesssessnmann NOIBOE v
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA

[I. Nama T wpwp—
Jabatari ¢ Direktut/Phnplhan/Pemililks . uummsanmivimsinmssisss iy

ABMEE ! csssnsnsssssETe SR
Selanjunya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan
........................ dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat
Perjanjian) tanggal ............. 20... Nomor : ..... /PKA/...../......

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan ..........cccceevvenenn.
dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian
tanggal ... ...oocoeinnnn. 20... Nomor: ...../PKA/...../......

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

........ Nama DeS cevoins conns vesssnnysernmnnsonines. B ssvs

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

ooooooooooooooooooooo XX SEISSEEBGENBERNRERRERERESE

MENGETAHUI
KEPALA DESA ...ccmasieni

ooooooooooooooooooooooooo
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43. Contoh Format Perubahan Surat Perjanjian.
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN
Nomor : ..... TRRRY ool susaniy
Pada Bgfl 401 o Tangal v Bl coesnes Tahun Dua
B succaosssoamiss bertempalt B ssasnsumsssassnrasevssiis , kami yang
bertandatangandibawah ini :
[. Nama . O RN R
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran DeSa  .....ccooccovvvrnennn.
BeCamaran esssasres Kabupaten Ponorogo.
Alamat ¥ B it Nomor .............
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA
[I. Nama N N YT A AR
Jabatan : Direktur/Pimpinan /Pemilik ........ccocvvviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeieeennn.
Alamat Y AR R AR A S

Selanjunya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA
PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK dengan terjadinya force majeure vyaitu

................................................ telah sepakat dan setuju untuk mengadakan
Perubahan Perjanjian terhadap Surat Perjanjian Nomor : ............ccoeo....
TANERAL . .cnnrersscmvirmummmnn dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan metode

Penawaran dan/atau Lelang, sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

........................................................................................................................

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam
perjanjian ini adalah sebesar Rp. ..........cccoeeevnnennn. | savr P sesmasssas Rupiah)
termasuk pajak dan bea materai.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada
waktunya.
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Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yangsemula adalah .....

AR——— ) hari kerja mulai tanggal ................... sampai dengan tanggal
................... sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal
................... , diubah menjadi ..... (..................) hari kerja mulai tanggal
................... sampai dengan tanggal ................... sehingga pekerjaan harus

selesai dan diserahkan pada tanggal ...................

Pasal 5
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan forcemajeure adalah suatu keadaan yang terjadi
di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan
sebelumnya.

(2) Setelah terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan kembali, yang dituangkan
dalam Perubahan Surat Perjanjian.

Pasal 6
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati dalam
Perubahan Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus membayar denda
sebesar ........ i Boinsmet s smwmenans Persen) dari nilai pekerjaan dengan nominal
SELRSAE R, oissisiimiimns b s Rupiah).

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Perubahan Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

...... Nama DeSa......, cceee cevrevninrnnnnnn. 20....
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR /PIMPINAN /PEMILIK PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
............................... DESA ... vmrvrensmsossssmssns
Materai
Rp.10.000
MENGETAHUI

KEPALA DESA ....oovvvveeeveviann.
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Format Q

44. Contoh Format Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengadaan melalui
Swakelola dan/atau Penyedia.

TIM PELAKSANA KEGIATAN ....cccooevvnnnnee

DESA .ccommis KECAMATAN ............... KABUPATEN PONOROGO
PR o AN Nomor ......... Telepon ......ccovvevenn.

...... NAMA DESA......

Nomor T A R Kepada

Sifat : Penting Yth. Pelaksana Kegiatan Anggaran

Lampiran : 1 (satu) berkas BIaNE s

Perihal : Laporan Kemajuan DESE svcnmsvsinisiispinissssiasiriig
Pelaksanaan Pengadaan. di

Berdasarkan Pengadaan guna memenuhi kebutuhan

barang/jasa kegiatan ....................... yang berlokasi di ...........
dengan waktu pelaksanaan ..................... , sesuai surat Saudara
NOBIOE ¢ s Tanggal <c.ccivsninss perihal Penyampaian

Dokumen Persiapan Penggadaan, bersama ini kami laporkan
kemajuan pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola/Penyedia
sampai dengan ...... 00 Leponstmnimammponses persen), sebagai berikut :

Proses Pengadaan

Target
No. | Barang/Jasa | Volume Yang | Saat s/d Selisih | Ket.

(satuan) | lalu ini saat
1ni1

Adapun dokumen pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengadaan ini
dibuat untuk menjadikan maklum.

...... NAME De8A . viinss visrvssinsrmrsmmmmnspnns
Disetujui oleh : TIM PENGELOLA KEGIATAN
PKA ....(yang membidangi).... e
DESA cnussiisusii DESA. . inssnsssnsinms

................................................................
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Format Q-1

45. Contoh Format Laporan Pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100%
melalui Swakelola dan/atau Penyedia.

TIM PELAKSANA KEGIATAN ......ccovevaneeee
............. KECAMATAN ............... KABUPATEN PONOROGO

AT ITNIAL o sy st astoe e NOOL wwomsuss Telepon .viiiivise

Nomor
Sifat

Lampiran :

Perihal

«..... NAMA DESA......

........................................ Kepada

Penting Yth. Pelaksana Kegiatan Anggaran
1 (satu) berkas BIdanig. ..o
Laporan Pelaksanaan Desa .ccceevenenvnnanee.

Pengadaan yang telah di

gelesst IOB%G. 0200 e

Berdasarkan Pengadaan guna memenuhi kebutuhan
barang/jasa kegiatan ....................... yvang berlokasi di ....c.ni
dengan waktu pelaksanaan .............ocoeeeneen. , sesuai surat
Saudara Nomor : ................... Tanggal ................. perihal
Penyampaian Dokumen Persiapan Penggadaan, bersama ini
kami laporkan pelaksanaan Pengadaan melalui
Swakelola/Penyedia telah sclesai 100% (seratus persen), sebagai
berikut :

Proses Pengadaan

Target
No. | Barang/Jasa | Volume Yang | Saat s/d Selisih | Ket.

(satuan) lalu ni s E?t
ini

Adapun dokumen pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengadaan ini
dibuat untuk menjadikan maklum.

...... Nama Deda. oy vovvcrmveisss 2006

TIM PENGELOLA KEGIATAN

.......................................................

................................
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Format Q-2

46. Contoh Format Berita Acara Serah Terima (BAST).

BERITA ACARA SERAH TERIMA
G L L T

Pada hari ini

--------------------

Tanggal ................. Bulan
Ribu pada Pukul WIB bertempat di
dilaksanakan serah terima hasil kegiatan pengadaan, antara :

[. Nama
Jabatan
Alamal = s e
Selanjutnya dlbebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama
Jabatan
Alamat e R A R A PR I S s

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil kegiatan Pengadaan
melalui Swakelola/Penyedia, dengan rincian sebagai beikut :

........................................................

........................................................

....................

Nama

No

Jenis Barang/Jasa

Volume

Satuan

{ Harga
Satuan
(Rp)

Jumlah
Harga
(Rp)

Penyedia

dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan surat Nomor :
tanggal perihal Penyampaian Dokumen Persiapan

Pengadaan.

PIHAK KEDUA telah menerima hasil kegiatan Pengadaan ....................
melalui Swakelola/Penyedia dalam keadaan baik dari PIHAK PERTAMA
sesuai dengan Dokumen Persiapan Pengadaan yang telah ditentukan.

----------------

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam
rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

PIHAK PERTAMA
TIM PENGELOLA KEGIATAN

..................................................

................................................................
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Format Q-3

47. Contoh Format Berita Acara Penyerahan.

BERITA ACARA PENYERAHAN

PEKERJAAN ...cceormoneannnesanssssnssnosssssessssansssssssssssennsssssssassse
Nomor :...../PKA/...../........
Pada hari ini .............. TONRLH cpveuninanimmsass Balan .. Tahun Dua
241115 EEPRRRR—— pada Puladl ..o WIB bertemipat di ...cusimosmniase , kami

yang bertanda tangan dibawah ini telah melaksanakan serah terima hasil
kegiatan pengadaan melalui Swakelola/Penyedia, sebagai berikut :

[. Nama R e e bR A SR YA A R VS S
Jabatan :  Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang ......................
Alamat R R AN R T RN A e R

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

[I. Nama RN S T e RS s e A A s
Jabatan :  Kepala Desa ...ecrssessssrioonisns
Alamat T —
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan berupa
......... (nama kegiatan)........ melalui Swakelola/Penyedia, dengan rincian
sebagai beikut :

. gHirga JFissiilst PNamce]li
No | Jenis Barang/Jasa Volume | Satuan | “&Ma0 | paros Sl
(Rp) (Rp)
Jumlah
R O e RS A e S T e R S B = i i T rupiah )

dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA dan melakukan pengarsipan
dokumen pengadaan yang telah dilaksanakan.
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PIHAK KEDUA telah menerima hasil kegiatan Pengadaan berupa
.................... dalam keadaan baik dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA ......ccocouiian PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
BIDANG ...cicnenorvvavonsansamexssmomensassens
1 772 (O —

----------------------------------------------------------------

BUPATI PONOROGO,
TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003
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